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A, Latar Belakang Masailah
Pola Pembangunan di Indonesia tentunva selalu bersandarkan kepada

program nasional

Pembangunan ngg lalal \, I Stkan seiuruh aspek

pengembangan keseluffhan |sistafiipenpedjecala@h negara|fintuk mewujudkan

tujuan nasional Dala pertran/ |l am=*nemba gl siinai dapat diartikan
merupakan rangkaian ungan dan meliputi
seluruh kehidupan masy imelaksanakan tugas

Pembaharuan hukumWYsion atnl paeTan rangkaian pembangunan
nasional dilakukan sccara meny® ia batk hukum pidana, perdata
maupun hukuii administiasi.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional. maka periu
dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan
sélalu berlandaskan moral. jiwa dan hakikat vang terdapat dalam pandangan hidup

bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUDN RI 1945 serta harus pula disesuaikan

dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi di
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bidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-

mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan

i
perubahan-perubahan dalam magsyarakat,
.
s o 7D ~
Menurut Barda Nawawt Arief”, pembaharuan hukum pidana tidak hanya

menyangkut masalah substansinya saja giMmtetapt selalu berkaitan dengan niiai-
miai yvang ada. Untuk 1tu dalam p | Wy menyatakan

“Pembaharuan hukum pida
nntuk melaknkan rearient

Lriatnsas raaoa{liiny

nilai-nilai scsio politik,

ng makna, suatu upaya

a vano <eanial denoan
a vang sesuar deng

(2S94

nasyarakat Indonesia
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yang inalianlasi nCol Clijanail poliCdanan
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B bRl a3 PROICSIa

iyt . i 1
rHal peniing penghargaan  dan

komitmen menjunjundltingpi hak JINNEnuSIaL & jafffinan semua warga

negara bersamaan keduf§ d At ' wjry §grore the iaw). Pasai

27 avat (1) Undang-Ull: ASAT NG eptiblik Indonesia Tahun 1945

“Segala warea  negara dalam  fnkum  dan
pemeritlabictrs derr woyil 8 i R i dmofliiciicn (iu dengan fidoak

ada kecualinva. ™

. 3 . E
Sarikat Putra” mengatakan, hahwa nroses penegakan hukum itn menianglkan nila

' Saijipio Rabavjo, /i Hucn P Clica Adiiva Bhakil, Bandoung 199G hal 189
1

Z E . . Loy ; u . oy ! '.‘ X T
Barda Nawawi Aricl. Buniva Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Ciira Aditva Bakti. Banduiig.
2002 hal 28

3 - ' 3 . 5
Nvoman, Sarikat Putra Java, Kapita Selelta Hulum Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarane,
2003, hat 23
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pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Hukum pidana materil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda

Nawawi Ariefl bersubstansikan pada 3 (liga) masalah pokok dari hukum pidana

(pidana materil) terletak pada masalah yang saling berkait vaitu”

2

‘92

¥

perbuatan apa vang

[}

syarat apa yang untuk  mempersalahkan/
memnertanggunsiawa thiiatan #tu- dan
!.Gl_li_’c“!l(‘.!!‘%:‘t‘l.l.!!:-)(v\’y 3 i a Pidibaticiin i {R4N}
R - | 1 . - a1 Fers .
sanksi/ pidana apa yangfg€pgfiava wda orang tersenur
1 7 s " H s

Kebijakan hukum pig
xesmee: e

ingatur agy

pada umumnya

dalam

atau kewcenanga jalankan tugasnya
memasiikan b Ve aturan vang telah
ditetapkan. i
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Berdasar tigjural v ccbijglang gakan hukum pidana
kekuasaan legislatif//ormulatif berwenang daiam hal menetapkan atau
merumuskan perbuatan apa vang dapat dipidana yang berorientasi pada
permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan vyang

bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungiawaban pidana dan

* Barda Nawawi Arief Beherapa 4spek Kehijakan Penegakan dan Pengembangan Hikum
Pidana ['disi Revisi, Citra Aditva Bakti, Bandung, 2005, hal, 136
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sanksi apa vang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan
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pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuatan
eksekutiliadministratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparal

peiaksana/eksekusi pidana.

egakan hukum tersebut di

Nawawi Arief
Integral darl upayva
perlindungan

upaya mencapal

kesejahteraan 1

it

Seiring dan ! mbangan - kehio masyarakat modern

industrialisast dan

modernisasi sosial dalam tata
kehidupan masvatkar | Wro<es'  thtMstriajisasfff dan  modernisasi  dan
terutama 18 herdampak besar pada
kelangsungan huta i kehidupan makhluk di

dunia. Hutan merupakan sumber dava vang sangat penting tidak hanva
sehagal sumber daya kayu, tetapi lehth sebagai salah satun komponen

lingkungan hidup.

s Il\,i 3

Barda m‘mm: Masalal negakan Hukum dan Kebijakan Penanggulongan Kejaharan,
PT. Citra Adiiva BaKIl Bandm 2002, Cet ke 2, hal 73
° Siswanto Suna: 50, Hulkum P:J :na Lingkungan Hidup dan Strategi penvelesaian sengheta
Rincka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6
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Untuk itu dalam kedudukannyva hutan sebagai salah satu penentu
sistem penyangga kehidupan “harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana
landasan konstitusional Pasai 33 ayat (3 UUDN RI 1945 yang berbunyi

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di daiamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan wuntuk sebesar-
besarnva kemakmuran rakvat”

1 : 1 <
T avn alnm AT torhy }rr.\
AHDCA au ¥ia  iiit yuug v b\l SR

Sejalan dglfoad sembing f | Kegial penebangan liar dan
apabila dibiarkan
berlangsung Indonesia  akan
berdampak pa

erosi/tanah long

alam serta dari §isi 1 ; 2 meriptahffindonesia mengalami

an yang ik : af ol Aoy e s o : S cohariicnun el
til ydiig Uiiilg j < Qi DU UDiiya HiadSudn

ke kas necara

)enebangan liar adalah

Lengratan nanaslansn ¥ 7 = senitialen bavia: vane fidals cal
Kegiatan penebangan, pengairung ail penjuaian Kavu vang tidak sah

atau tidak memiiiki izin dari otoritas setempat Secara praktek illegal
loging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang s
samping  itu, praktek iflega! logging dapat pula terjadi selama
pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi

salah ke instansi bea cukai, sampai sehelum kayu dijual di pasar legal
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Pengertian iilegal //iegal logging menurut Undang-Undang No. 19
Tahun 2004 dan Undang-Tindang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
(selanjutnya disebut “UU Kehutanan™) tidak didefinisikan secara jelas
illegal loging. Kategori illegal loging menurut pasal 50, antara lain:

mengeriakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan

kawasan hutan, melakukan

secara tidak sah
penebanygan dalam kayyfs ¥ ik ar hutan, dii. Dapai dikatakan

bahwa pengertian D loggihs walAd ijelaskan secara ekslusil’

QQ“O'\ tena

tepat,

mengingat hilfan ifu diietiuk iSOl olch bahvak komponen vang

masing-masing 1 e perdiri gend@ri. tidak bisa dipisah-
; [E— ] -

Fan lahan berisi sumber

dava aiam havarl

lingkungannya,

Hutan adalah iapangan vang ditumbuhi pepohonan vang secara
keseluruhan meripakan persekutuan hidup alam hayati heserta alam

lingkungannya atau ekosistem

Wt/
nup S

Aprii 26

i mnnni’nnv" BITRRP i/ 3
skum-dan-amnya.blogspot.com/ 201 3/03 pengernan iicgal logging umi, Tn
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3) Hutan adalah masyarakat tetumbuhan vang dikuasai atau didominast oleh

deng

2an

o0y
(]

pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan vang berbeda
keadaan di luar hutan.
4) Hutan adalah masyarakat tetumbubian dan binatang yang hidup dalam

lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan. serta

Menging aling berkaitan.
Maka faktor-fak ekosistem adanva

mortalitas mer@pakap KeDal an—=aer natalia: A angka mortaiitas
ekuivalen dengaft

744 - a0 [ p At , Favat gl i
Mortalitas ToHics Kedwanwy fmefientukan  pertumbuhan

TV v I vgas © AN epvden 1O
¢ Gaiamn © ﬂpat 2010ngan buuav 8 KUt ( ira, 3.

a) Faktor-faktor vang mematikan. vaitu faktor-faktor vang secara iangsung

dapat mematikan atau mengurangi populasi, misalnya pemangsaan

-~

predasi), pemburuan, penyakit, kelaparan, dan kecelakaan.

n T Yr\ id irninor o =431 b iroara Fevizovrian 7id 4 ar
indrivanto, Fiologr Huran, Bumi Aksara, Jakara: 2012 hai 4
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Faktor-faktor kesejahteraan, vaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan
kualitas lingkungan hidup, misalnya kualitas makanan, kualitas minuman,
kualitas udara, kualitas pelindung, dan kualitas ruang atau tempat hidup.

Faktor-faktor berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi
keadaan kualitas dan kuanti.tas makanan, minuman (air), udara, pelindung,

. P s P
ang termasuk faktor tersebut adalan

Kematian karena yftuf\Yangftelah
'Iél'e hean gsd
manusia seper
yang legal da

logging

wvarg Inorkanrdisie
yaizd olioanGgiig

‘terjadi bahwe

Ay

mampu menc kebutuhan kavu. Hai ini

. in_va permin

terkait dengan mentn 1an kayu dt pasar internastonal
dan besarnya kapasitas terpasang industii kayu dalam negeri/
konsumsi fokal. Tingginva permintaan terhadap kayu di dalam dan
di luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penvediaan
industri perkayuan (/egaf logging). Ketimpangan antara persediaan
dan permintaan kebutuhan kavu ini mendorong praktek illegai

llogging di taman nasional dan hutan konservasi. Kedua, tidak

Kebijakan Hukum..., Mudiharsono, Pascasarjana 2015



adanva kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun
1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-
11/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikuitur dan Daur
Tanaman Pokok Dalam  Pengelolaan Hutan  Produksi.
Ketidaksinambungdn  kedua  peraturan  perundang-undangan

tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi

hutan, yattu 20 ta angka waktu siklus Tebang Pilih
[anam Indonest utan produksi vang ditetapkan
35 taln ng Hak Pepgolahan

megang HPH  tetap

melakuk#if ~hahoan | Megkiputuy Sl AYhon belum mencapai
batas TPTI  Akibatnya,
kelestd at illegal logging.
Ketiga hukum bagi pelaku
tindak menangkap pelaku
lapangs

vang

melegali

kebijakanWeralyvln pusat denga

>

mengupavakan pemenu Kebutuhan daerahnva secara mandirt,
Kondist ini menyebabkan pemerintah daerah melirik  uniuk
mengeksplorasi  berbagat potensi daerab vang wmemibiki nilai
ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potenst ekonomis
hutan. Dalam kontek inilah terjadi tumpah tindih  kebijakan
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat
prenguasat kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah

daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekavaan
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alam daerahnya, termasuk hutan, guna memenuhi kebutuhan
daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong
cksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup vang
dialami masvarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan
mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan
sendiri maupun uftuk kebutuhan pasar melalu tangan para
permnodal.

Praktek illegal lo s ang tentu memiiiki ekses negauf

vang sangat besar. Secayd atd e atil/illegal logeing, dapat

banjir maupun
menghilangkan
keanekaragamarflhavat: "Detkiire d fualtas /danffluantitas ekosistem

Ao

e T o
aan Drodivererh
\idGii A VUT D56 )

negara. menurut
logging di Indonesia pertahunnva mencapai 67 juta meter kubik dengan

ilai

hingga 2004, kerugian Indonesia akibat illegal logging mencapai 180

trilyun,
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Akar masalah ilfegal logging menurut Smith et al (2003) terjadi

karena korupsi sistemis vang. kolutif, baik secara horizontal maupun

vertikal sehingga menyebar (widespreud), persisten, mengakar, menahun,

dan sulit diberantas karena hampir semua lini menikmati dan memperoleh
L]

mantaat hasil jarahan.

Perdagangan g¢lobal kay Wl menjadi menjadi “multimillion
trade”  schingga banvaigffihe galRLisnIs  rezekl haram  yang

sebenarnya merupak ‘ indl gerBddap hutan (forest crime).

QOrde Baru

i elite pohtik dan
ekonomi.
Secara sigsifik] | i \akag¥ mendistruks: hutan

rrrrr cretmneg

Locars HS XS & 3
IULGid didtviiliy

toariads A sriad:
terjaql i suaty

eeal logging”
tempat dan membiarkan meluas tanpa kontroi dan hukuman. Bank Dunia
menyatakan, pemerintahan  vang membiarkan illegal logoing  akan
terkorosi, rapuh, dan hancur akibat kerusakan hutan meluas dan kronis.

Fakta empiris korosinva antara lain: terjadinva baniir dan

kekeringan di mana-mana kapan saja dengan kerugian yang sangat besar,
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bahkan ada vang mengatakan malaikatpun tidak akan mampu
mengatasinya. -

Dari penjelasan uraian latar belakang masalah Ji atas, penulis
teriarik untuk memperdalam Lesis dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM
PIDANA  DALAM M:ENANGGULANGE TINDAK PIDANA

ILLEGAL LOGGING™.

Berdasarkan ' be| di aras. penulis

Aengans ol Ao At e - + i- iy i1 crif Josererine
i f\'icnga;;a 5 j i ‘ it aliaia u’ild(;:‘u'/ 1’(/{2'}2:.’”;{

suiit?
2. Bagaimana neggulangan illegal

&l FlFaesl § #oriviined
Oh FiiC QU FOKEHE

b. Tujuan Khusus vaitu: untuk meneliti dan merngkaii hal-hal vang
berkenaan dengan /llegal 1.ogving
2 Mantaat Penelitian
Manfaat daripada penelitian ini adalah -

a Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum
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i. Kerangka Teori

13

pidana; dan
b.Untuk kepentingan seluruh masyarakat terutama penegak hukum
di Indonesia agar lebih tegas dalam menyelesaikan kasus

Hlegal Logging.

Pengertian tj ™ bidarld Mignan tidak diformulasikan

dalam Undang-U# a,& | . ARiang Kehutanan, Tetapi

berdasarkan 4 Menhut-11/2010
Tentang qurug g [\ indaky |Pidana Kehutanan.
dinormatitkan AN /i mAKS ip - “Jindgk Pidana Kehutanan
vang dilarang dan

dalam Undane-1Mdang gt dano=<eh) dhn Wlhnzervasi Havati™

S

| ST . 1000
i dtii 12

Mhs af Eors .
7 dentaiyg

pertindungan hutan.
L. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan,
izin usaha pemantaatan jasa lingkungan, izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. serta izin

Kebijakan Hukum..., Mudiharsono, Pascasarjana 2015



«

14

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
Setiap orang dilarang:

(1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki

[
kawasan hutan secara tidak sah;

(3) kawasan hutan

uk atau danau;

2 air dan kiri kanan
tHp1 sungai,

tepl anak sungai;

'S NI

".!_,. .:,Li;;"_ 2N

pasany ierimggl dan

;;;;;

hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari
pejabat yang berwenang;
(6) Mienerima. membeli atau menjual. menerima tukar.

menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan
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vang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan

hutan yang diambil atau dip

Al Yy«

3

ingut secara tidak sah;
(7) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi

bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin

.

Menteri;

vees

O apis‘_u samasgama dengan surat ket_erangan

".45,\1‘18?

it-alal lainnya yang

untuk mengangkut

ka

itah, taffba izin pejabat yang

kawasan hutan Dat yang berwenang;

(12) membuang benda-benda vang dapat menyebabkan
kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau
kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan: dan

(I3) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-

tumbuhan dan satwa liar vang tidak dilindungi undang-undang
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vang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat
berwenang. .

(14) ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dai atau
mengangkul tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Kerangka konsep : ecDlighkan 1 Pidana  Dalam
Menanggulang

kerangka teor1 sebeiyfiny§. plake ke Jeutlikan tentang konsep

kebijakan hukum pid Hegul logging
Definisi sidana adalah
peraturan-peraturan vahg me 5k 7 1ddn-iar ¢ ang harus dihindari
setiap orang atau bad ‘ i 7 fnchn sebut dilakukan atau
dipenuhi maka vang i Menzingat hukum
pidana dibagi atas hukufg\ pi ! LTARS , 1 pidana formal (hukum
pidana subvektif, jus punic/qd) m ehnTST vang pAahulis kemukakan im adalah

poenale). Dengan pengertian, kata
setiap orang. di dalamnya termasuk juga badan hukum Sedang kata pidana.
kadangkala diartikan sebagai hukuman seperti vang terdapat dalam pasal 10

KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan lainnva diantaranya uang pengganti, hukuman penjara
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pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan
i

Menurut konsep manajemen hutan sebetulnya penebangan adalah salah

satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem vang telah

®
terakumulasi selama daur hidupnya. Pencbangan sangat dibarapkan atau jadi

tujuan, tetapi harus dicapat den

mungkin (redizce impact logaingyf Pe

e

asal mengikuti kriteria peng

!rr\rwsr\rwm(w fdan faman
Lo i VGO (£931

QeSS R RS B
nutan-hutan produksi. kKavu ilegal dan

produk kayu ilegal jug

an naraturan FRMCy
all peraidran vang

pelanggaran in1 terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap
pencbangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap
pemasaran. dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara vang korup untuk

mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti

"R O Siahaan Hidum Pidano T RAO Press 2011 hal 2
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penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan
hatas-batas administratif. kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan

produksi yang disahkan secara nasional vang beroperasi di dalam kawasan ini.

. . o 43 . M
tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat.’

W

e
. Kerangka Pemikiran

sampai saat ini belum (@ ithapuSk's renag banyaknya kepentingan-
kepentingan di dalamnys

gin meraup reuntungan

tanpa mengindahkan gbeting asipifai. lua, k ffemberikan saran dan

sebesar-besarnva kemak i 3l : wkvall indonesia. Vianfaar itu

dapat dibedakan atas dua m: landewo daeidak Afosung
Mantaat hutan secar ' % i mengnasilkan Kayu o yang

mempunyai nilai ekonomi tinggi. serta hasil hutan ikutan antara lain rotan. getah
huah-buahan, madn, dan lain-lain  Ada delapan manfaat hutan secara nidak
langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinva erosi, memberikan

mantfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di

! https://harrisfadilah.wordpress.com/2011/05/30/iliegal-logging/diakses pada tanggal
16 Februari 2015
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sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan,
menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara. Di dalam Agenda 21
Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 discbutkan manfaat
hutan sebagai paru-paru dunia.

.

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta ha, hanya 118 juta

ha yang masih berupa hutan. Huta: Iy | lalam hutan produksi

Apabila hutan #y it ) jaiig kan dengan sebatk-
baiknya. akan me
bangsa dan negara. Npmufh, 45 lataf hng diRdfui kan oleh Organisasi
pada tahun 1991

ngan indusirv seluas

2 QA tnba,
i oo otanuin hutan LJ\."JID

oleh pemegang izin HPH. Salah W ' yang dilalaikannya, adalah tidak

melaksanakan Sistem Tebang Piiih Indonesia (TPI) dalam mengekspioitasi hutan.
Sistem Tehang Pilih Indonesia (TPl) merupakan suatu sistem, dimana
setiap pemegang izin HPH harus melakukan penebangan kayu yang diameternva

berukuran 55-85 cm. atau rata-rata 70 cm. Di samping itu. pemegang izin HPH

‘: Herman Haeruman 1992 Dasar-Dasar Hikum Kehitanan
" Republika, 10 November 1993
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diharuskan melakukan penanaman sulaman (enrichment) dengan bibit kayu
perdagangan, serta diadakan pembebasan dan peremaiaan ienis-
perdagangan dari tumbuhb-tumbuhan pengganggu, namuii yang mereka lakukan
adalah penebangan kayu dengan Sistem Tebang Habis (STH), di mana kayu yang

berdiameter kurang dari 55-85 cm ikut ditebang. Akibatnya, lokasi hutan dart

pemegang izin HPH banyak yang ana diungkapkan olch FAO.

Mengapa pemeganyg izin HPH kewajiban vang ditentukan

oleh hukum?

Untuk menjawaifift wvgan | beriiy {6 i Mipaparkan pandangan
Suporahardio, mengenfifk fan/lkondisi [kebilalkan keh eperti sekarang ni
masih banvak menghe 1 kronis. Salah satu
masalah kronis adala | gyanya KOS atdtd apdr: Wehutanan dan pihak

pengusaha. Hal ini dith " vang harus
diberikan oieh pihak p&« : s ‘ abat Dgpartemen Kchutanan.
Kondist im menyebabka anya-ver DgnggWasan terhadap operasi
HPH dan berbagai regula§j (at! IJAKART#) RAYA ifarugfidilaksanakan oleh HPH
hanya menjadi persyaratan afdginistralfttoun ardigff 1 994:9)

Ada dua macam kemgl erita  oleh Negara. vaitu: (13
berkurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan, dan (2) tingginya biaya
pemulihan vang akan dilakukan oleh negara terhadap kawasan hutan yang rusak.
Selain kerusakan oieh HPH. juga disebabkan oleh perambah hutan dan pencuri

141
kavu.

1 Qalim. Dasar-NDasar Hukum Kehutanan Sinar Grafika, Jakarta- 2013 hal 1-2
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Dalam kerangka teori ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam
menanggulang: kegiatan [llegal lLogging di Indonesia. Terdapat beberapa
alternatil’ cara untuk menanggulangi atau paling tidak meminimalisir praktek
illegal logging. Pertama, telah diungkapkan sebelumnya bahwa prakiek illegul

logging disebabkan oleh meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional.

Dan sebagian besar kayu vang dipasagigifia al adalah kayu hasil

dengan melakukan k

dilakukan indonesia

Forest Law Enforcem@nt dhd F OOy (FEBG ). ‘.: penting dalam nota
kesepahaman tersebut absahan) kavu vang
diperdagangkan Keab <Um negara maupun
hukum adat dimana kg it dengan lemahnya
¥ Kchutanan dianggap
tidak memiliki “taring” urg
hanya menangkap pelaku lar 1 OTER kaf itu, yifidak pidana illeoal logging
int harus dibentuk dalam cndiri tentang illegal logging.
Alasannva. seiain karena UU Kehutanan dianggap tidak memiliki “taring” untuk
menjerat pelaku utama illegal logging, juga karena tindak pidana illegal logeing
dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Selain merugikan keuangan

negara, iliegal logging juga setidaknva memiliki empat tindak pidana. vaitu :

persakan lingkungan, korupsi, pencucian nang, dan pelanggaran kepabeanan
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Sehingga penanganannya pun harus luar biasa, termasuk memasukkan illegal
logging dalam undang-undang khusus di lnar ULl Kehutanan Ketiga, terkait
dengan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
menyangkut kehutanan. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, manageinen

(]

hubungan pusat daerah harus dikelola dengan baik, sehingga terjadi sinkronisast

rangka kekayaan daerajff! 1Sk dafamny \ harus berada di tangan

1tu, harus dibentuk
suatu mekanisme p@hcawasan pelaksgngan Yebijakatyfaghah, schingga daerah

tidak absolut dalan prinsip check and

ol
AQT AT IVIT S '
S ——

balance terjadi antar
berada pada pemerinigh dagrahefetanl s¢tiamenemberiagfHHPH oleh pemerintah

T

ey Oy ~ 4
ingea pusat dapat

gulangan iliegal iogging

dengan pendekatan ekoncfji, vaitu™d#€ng kerjasama dengan Bank
indonesia {Bl) Tansaksi Keuangan (PPATK)
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi dengan ketiga institusi
tersebut untuk menanggulangi illegal logging dilakukan dengan pelacakan
terhadap uang hasil illegal logging. Dari sisi legal, Bl telah mensyaratkan prinsip

Know Your Customer. vang mengharuskan perbankan mengenali nasabahnva. Jika

ada transaksi di atas 100 juta sehari, nasabah harus menjelaskan asal- nsul nang
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Juga ada Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, yang memungkinkan menjerat illegal logging sebagai tindak pidana
Dengan demikian, pendekatan anfi money laundering regime untuk menekan laju
illegal logging dapat diterapkan. Kemudian, PPATK bisa memulai membual

peraturan vang mewaijibkan lembaga penyedia jasa keuangan (bank, pasar modal,

asuransi dan money changer) membygtfgagian rutin tentang transaksi-transaksi

countrv. locaiion, andljc " HEgAN L kikan negara-negara

yang berpotensi ti 1an uang. Dengan
demikian, terhadap ndllara-hegafaitersal -Apkan piinsif kehati-hatian dalam
p ndg PK
. ., . . [ee——— ) p . v
melakukan transaksi. Qe kisk WQ&aIGE ah-daerah di Indonesia
vang kerap kali menjath dagral AL dvu\ilecpl Hioh risk customer

menunjukkan  dentitas¥genty : Y Vaag( gCaplili  bortindak  sebagai
nenvokong tindak nidana
Dalam penelitian in}
fokus masalah penelitian. Penge
untuk menghindari kesalahpahaman ataupun pengertian vang teriaiu luas dan
terlalu sempit Konsep-konsep dalam penelitian int harus dipahami sesnar dengan
pengertian vang telah ditetapkan dalam penulisan ini seperti akan diuraikan

berikut ini.

¥ Illegal Logging dan Pencucian
[ang “hitp/www temnointeraktif com/hg/Mmasional/2007/12/04/hrk 20071204~ 112877 id html)
Diakses, 2 April 2014
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Tindak pidana berarti suatu perbuatan vang pelakunva dapat dikenai
wkum pidana. Dan pelaku ini dapat -dikatakan merupakan “ subyek “ tindak
pidana.

Telah dikemukakan bahwa suatu perbuatan tidaklah dilarang kecuali oleh

LU perbuatan tersebut sesual dengan rumusan vyang tercantum dalam UU

:“
=
g
8
£,
R
&
s}
Q.
=
:o
UC
)
o
e
[
i
(@]
four
&
=
=
7
1)
oy
£
et
o
€
o
!
)
S g
( >N
C’

ipandang sebagail
\ mungkin terhadap pembuat
tidak dapat dimintai pertanggyifoy o g , f gian itu baru dilarang dan
dapat diproses sebagai han atau sebagian

perbuatannya telah me aturan perundang-

undangan, dalam pengeffian §ahwa : i 'V it ban Defbuatan vang hanva
memenuhi bunyi rum akibat
vang diinginkan rumusabl UL, bakya v dis Aoakan] scc eoas memiliki sifatr
melawan hukum atau tflak tercan i " iigghami bahwa setiap

|

yuatan vang mecelawan
hukum maka di sana
Hlegal Logging atau pembalake lrar adalah kegiatan
penebangan. pengangiutan dan penjuaian kavu vang tidak sah atau tidak memiiiki
1zin dari otoritas setempat

Walaupun angka penebangan liar vang pasti sulit didapatkan karena

aktifitasnva vang tidak sah. beberapa sumber terpercava mengindikasikan bahwa
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lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-
wilayah daerah aliran sungai Amazon, -Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan
beberapa Negara-negara Balkan.

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-

1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1.5 juta hektar setiap tahun dan

diperkirakan sekitar 20 juta hutan prodyjga isa. Penebangan liar berkaitan

dengan meningkainya kebuiuhan@au dp pasar 1M8gpasional. besarnva kapasitas
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Berdasarkan fakta-fakta vang ada mengenai tindak pidana /ilegal L.ogging.

maka penulis menetapkan Kerangka Pemikiran

vang digambarkan sebagai berikut

PANCASILA DAN ULID 1945
T

-
'4:’*
Jmmi
Jomm

o
’::ln
a’
e
;z
e

| - . s |

. ILLEGAL |

Ly OO INe:

; M i FAUBLBREL S ;

i)

M |
OPFING

h metode penelitian vuridis

5 e vallsn
Giitdii G GELES SRl ri

. . .
: Danalitin p——— +1 narhosdaan
if. Penclitian berawal dart perbedaan v

ang sangeat 1anh antar
Qiid sdiidatl jaiiii

-

dan das sein.

Das sollen adalah segala sesuatu vang mengharuskan kita untuk berpikir
dan bersikap. Contoh: dunia norma. dunia kaidah dsb. Dapat diartikan bahwa das
soilen merupakan kaidah dan norma serta kenvataan normatif seperti apa vang

seharusnya dilakukan
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Das sein adalah segala sesuatu vang merupakan implementasi dari segaia

das sein merupakan peristiwa konkritl vang terjadi.
p p yang

Kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan adanya

situasi ketidaktabuan yang dikaii untuk kebutuhan akademik dan praktis terutama

~ -~

dalam penyelesaian tindak pidana illegg K< Penelitian ini bersifar deskriptif

vang bertujuan untuk menggangBéikgip ngnang®Mangan tindak pidana illegal
logging vang pada faktany : apat dituntaskan menurut
hukum yang berlaku saat

Pada penelitia i I . an pendpdgulfgean tindak pidana

illegal logging, sehindga tffjuan Béinb: Nasiondi¥ddpat tercapai secara

n 1 hrberyey syes
Bahan hukum Priiy

- Kaidah 8sar\ ¥ Ondan It Mgangffhasar Negara Repubiik

- Putusan Pengadilan

Bahan hukum sekunder terdiri atas:
- Hasii-hasil penelitian,

- Pendapat pakar hukum,

- Buku-buku hukum, dan
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- Jurna-jurnal hukum.

- Kamus hukum,

- Fnsiklopedia
.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan penulisan ini g membaginva dalam 5 (lima) bab.

BAB 1

latar belakang
dan manfaat
stuat kerangka
serta  sistematika

BABII auan umum

logging. Linjauan
ing dan hukum pidana
BAB I geing. berisi
llegal loging, sanksi terhadap

pelaku iiegal logging.

BAB IV Penerapan Kebijakan Formulast Tindak Pidana

illegal logging dan Sanksi Pidana. berisi tentang

penerapan kebijakan formulasi tindak pidana iflegal
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logging dan sanksi pidana dan kebijakan formulasi
tindak pidana di bidang kehutanan.

BABV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran
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